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Menimbang

Mengingat

1.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalah
Guna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal
127 ayat (2) dan ayat (3);

Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan  Narkotika  sebagai  Tersangka,
Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana
Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan
dan/atau perawatannya belum dilakukan secara
optimal dan terpadu;

Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa
Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat
tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan;

Bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan
kemampuan fisik, mental, dan sosial Tersangka,
Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana
Narkotika perlu dilakukan program pengobatan,
perawatan dan pemulihan secara terpadu dan
terkoordinasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan  Korban
Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4001);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
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Menetapkan :

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5211);

13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2415/MENKES/PER/XI11/2011 tentang Rehabilitasi
Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012
tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainnya;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012
tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat
Adiktif Lainnya.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK [INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN
PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pecandu

Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan
pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
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Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak
atau melawan hukum.

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak
sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,
dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan
untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran
yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila
penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah Narkotika jumlah tertentu
yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh
penyalah guna Narkotika.

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan
Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat
berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional
Kab/Kota.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan
Narkotika.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu
Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam
kehidupan bermasyarakat.

Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Fasilitas pelayanan kesehatan
yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban
Penyalagunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh
pemerintah.

Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Tempat atau panti yang
melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu, Korban
Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh
pemerintah.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah
tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.
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